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BUPAT 1 KARANGANYAR

; ‘.bahwa Tambahan Penghasﬂan Pegawal pada Badan
‘f“’;Layanan Umum Daerah Rumah %aklt Umum Daerahf”,
- '(BLUD RSUD) dan Badan Layanan Umum Dacrah Umt .

Pelayanan ’I‘eknls Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD_.-;

- UPT Puskesmas) pe,rlu ‘_ dlvsesualkan _,dengan
kemampﬁari | keUan_’gén\ ’Daeraﬁ’,'ii _.se‘rta E'J b‘cb'ér'apa"‘l S
o ketenti_lan yang per_lu'dis'ﬁsun’,l<'émbali pe’norr’na‘an'r'l'ya',»
v. maka Peraturan Bupati KaranganyarNomdr 20 Téhuri
- 2021 tentang Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 perlu
: }'V.-i;:dlubah L :
‘bahwa ' berdasarkén pert1mbangan 'sebagair‘nalna
* dimaksud dalam huruf a, per lu menetapkan Peraturan e
”,:’lBupatl tentang Perubahan . atas Peraturan Bupat1 |
| v' Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan s
> 'Penghasﬂan Pegawal e L
: Undang-Undang Nomor_ 13 Tahun 1950 tévﬁﬂéng
" Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten £ Dalafn
Lingkungan Propinsi - Jawa Tengah (Berxta Negara = e
' ’Repubhk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); TR TR
. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten_taﬁg

g :Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indone31a Tahun 2003 Nomor 4 Tarnbahan Lembaran_ ‘




kY

Negara Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuaﬁgan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran “Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

 Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 4438); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Négara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 2014 meor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang‘
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,k Tambahan
Lembaran Negara Republik_ Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

| Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengélolaan eruangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

| Penilaian Kinerja ‘Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'Tavhun 2019 Nomor 77,
-Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340); |

11.  Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilén Pegawai (Be‘ritva Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20);

| MEMUTUSKAN:

‘Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAL

Pasal I |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Nomor 20), diubah sebagai berikut: '
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga bérbunyi sebagai
berikut: » :
Pasal 2
(1) Tujuan pemberian TPP adalah:
a. upaya bagi peningkatan kesejahteraan PNS;
b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas PNS;
c. tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah;
dan | | ’ N
d. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat. '
(2) Ruang lingkup Peraturan Bupatii ini adalah:
a. sasaran pemberian TPP; |
b. tata cara penghitungan TPP;
c. pengurangan TPP; R
d. penatausahaan TPP;

e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan TPP; dan




, f. kelas J abei_tan.

y 2. Kétehtuan Pasal S ayat (2) daﬁ ayat (3) dihapus, sehingga

~ Pasal S berbuny1 sebagai berlkut

Pasal 5.

TPP terd1r1 darl
| ’a. TPP berdasarkan Beban Kerja; -

. TPP berdasarkan Prestasi KerJa;

b
C. 'I‘PP berdasarkan Tempat Bertugas; ;
d. TPP berdasarkan Kond1s1 Kerja;

e TPP berdasarkan Kelangkaan Profes1 dan / atau

f. TPP berdasarkan Pertlrnbangan Obyektif Lainnya. '

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 d1ubah sehlngga berbuny1 o

sebagal berlkut

(1)

Pasal 17‘

Bagl Guru PN S Non Sertlﬁka51 d1ber1kan TPP dengan
nilai tunggal sebesar RpSOO 000,- (hma ratus rlbu
rup1ah) per orang per bulan. - ' -

Bagi Dokter PNS yang bertugas pada Badan Layanan

‘Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD):

 dan Badan Layanan Umum Dacrah Unit Pelayanan

- Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD UP‘Tk

Puskesmas) diberikan TPP sesuaykelas jabatannya

dengén ‘memper‘hatikanr ; kemampu'an‘ kcuahgan

| Daerah.

Bagi PNS yang mendapat penugasan sebagai:

a. Pelaksana Tugas (Plt); : |

b. Pelakéana Harian '(Plh) derigan masa kerja
sekurang ku1 angnya 20 (dua puluh) hari dalam 1

- (satu) bulan

' diberxkan TPP sebesar 50 % (lima puluh peréen) dari

~ TPP jabatan definitif PNS yang bersangkutan.

Bupati dapat menetapkan f.TPP Khusus bcrdasarkan

pertimbangan tertentu . .dan di;sesuaikan ‘dengan

' kemampuan» keuangan Daerah. "



‘4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: '

(1)

v Pasal 20
Bagi PNS yang diberhentikan karena dijatuhi
hukuman disiplin berat, meninggal dunia atau
sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada
bulan- berikutnya setelah berlakunya keputusan
pemberhentian sebagai PNS.
TPP bagi PNS yang meninggal dunia dibayarkan
penuh = tanpa pengurangan untuk bulan saat
meninggalhya.
Pembayaran TkPP bagi' PNS yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan: ‘

a. tanpa daftar hadir dan data pendukung lainnya;
b. diterimakan kepada ahli warisnya dengan
melampirkan surat keterangan kematian; dan
c. dikenakan pajak sesﬁai ketentuan peraturan

perundang—undangah.

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal

‘baru yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

; - Pasal 20A

Pembayaran TPP dihentikan terhadap PNS yang
tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara .
berturut turut atau secara tidak berturut turut.
dalam tahun berjalan selama 46 (empat puluh enam)
hari kerja.

Penghentién pembayaran TPP sebagaimana
dimaksud Kpada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan
klarifikasi kepéda PNS  atau unit kerja yang
bersangkutan oleh Badan KepegaWaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Penghentian pembayaran TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan
berikutnya  setelah 1aporan dan penjatuhan

hukuman disiplin ditetapkan oleh Bupati.



Pasal I1
Peraturan Bupéti ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tahggal 29 Maret 2021

BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karémganyar
pada tanggal 29 Maret 2021 -
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
- SEKRETARIAT DAERAH
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